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20 SKPD Manipulasi

Perjalanan Dinas

GUBERNUR Sulteng Longki Djanggola didampingi Ketua DPRD Sulteng Aminuddin Ponulele menandatangani laporan hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran
tahun 2013 di Ruang Sidang DPRD Sulteng, Senin (26/5). FoTo: MARTON

SULTENG POST - Gubernur Sulteng, Longki
Djanggola mengaku malu dengan Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulteng, dima-
na terdapat sejumlah laporan keuangan yang
tidak signifikan setelah dikaji BPK.

Terdapat Rp11, 23 miliar
yang tidak memenuhi syarat
pertanggung jawaban yang
berasal dari 20 SKPD.

Dalam konfrensi pers,
Senin (26/05) di Kantor.
DPRD Sulteng, Longki

mengatakan, kesalahan
itu berasal dari permainan
para SKPD:nya, terutama
saat memberikan laporan
perjalanan dinas.
“Terkadang adik-adik kita
dibawah ini sering mela-

kukan kecurangan melalui
laporan perjalanan dinas.
Padahal hal ini sudah beru-
lang kali saya minta, agar
jangan diulangi.

Baca GERAM di hal.15
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Karena sebelumnya juga
sudah beberapa kali kami
mendapatkan temuan seperti
ini,” kata Longki.

Longki berjanji akan men-
gusut tuntas persoalan ini,
karena 20 SKPD tersebut
menyebabkan opini Wa-
jar Dengan Pengecualian
(WDP) dari BPK.

“Kami akan mengevalu-
asi SKPD-SKPD ini, sehingga
bisa diberi penegasan khusus.
Karena ini bukan persoalan ba-
gaimana mengembalikan uang
negara, tetapi rasa malu yang
diciptakan oleh penyimpangan
yang dilakukan,” tegasnya.

Dia juga mengakui, bahwa
adanya penyimpangan yang
dilakukan 20 SKPD tersebut,
merupakan kelemahan pi-
haknya. Keterbatasan dalam
pengawasan adalah faktor
utama gubernur.

“Kami lemah dalam pen-

gawasan pengadministra-
sian, dan saya mengakui itu,
karena itu kedepan saya akan
bentuk fomasi supaya lebih
cekatan dalam mengawasi
SKPD,” tutupnya.

Auditor utama keuangan
negara VI BPK RI Sjafrudin
Mosii mengatakan, BPK
memberikan WDP kepada
Pemerintah Sulteng berdasar-
kan beberapa permasalahan
yang signifikan dan berpen-
garuh pada kewajaran La-
poran Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Pemerintah
Provinsi, seperti dalam la-
poran keuangan Pemprov
Sulteng menyajikan nilai be-
lanja barang dan jasa sebesar
Rp 706,30 miliar dalam LRA
Tahun 2013.

Termasuk di dalam rea-
lisasi belanja pada kantor
perwakilan Jakarta, sekretariat
DPRD, sekretariat daerah dan

20 SKPD lainnya sebesar
Rp 11,23 miliar, yang tidak
didukung dengan bukti per-
tanggungjawaban pengeluaran
yang memadai serta diguna-
kan di luar ketentuan.
“Selain itu terdapat pen-
geluaran yang menyebabkan
terjadinya kerugian daerah
sebesar Rp 2,61 miliar. Bukti
pertanggungjawaban yang
tidak memadai sebesar Rp
11,23 miliar dan kerugian
daerah sebesar Rp 2,61 miliar
tersebut berpengaruh secara
signifikan atas penyajian ni-
lai realisasi belanja barang
pada laporan realisasi ang-
garan Tahun 2013,” papar
Sjafrudin, Senin (26/5).
Lanjut dia, Pemprov Sul-
teng menyajikan akun pe-
nyertaan modal pemerintah
daerah sebesar Rp 123,94
miliar, termasuk di dalam-
nya sebesar Rp 8,78 miliar

merupakan penyertaan pada
Perseroan Terbatas (PT).
“Pembangunan Sulteng
dan dicatat dengan biaya
perolehan kepemilikan dae-
rah atas perusahaan tersebut
adalah di atas 20 persen,
namun penilaiannya tidak
mengikuti equity method
sebagaimana yang diisyarat-
kan dalam standar akuntansi
pemerintah karena keterba-
tasan data yang valid dan
memadai dari perusahaan
tersebut,” jelasnya.
Disamping itu juga, Pem-
prov Sulteng menyajikan
akun aset tetap sebesar Rp
4,11 triliun. Penyajian nilai
tersebut tidak andal karena
terdapat aset tetap yang tidak
diketahui keberadaannya se-
besar Rp 55,04 miliar, tidak
disensus sebesar Rp 15,40
miliar, tidak diketahui lok-
asi dan luasnya sebesar Rp

1

22,41 miliar, diserahkan ke
masyarakat tidak didukung
harga perolehan dan BAST
sebesar Rp 28,54 miliar, serta
dikuasai pihak lain dengan
bukti kepemilikan ganda
sebesar Rp 25,95 miliar.

Atas ketidakandalan nilai
yang disajikan, penyimpan-
gan atas standar akuntansi
pemerintahan, dan keter-
batasan dokumen dan in-
formasi yang bisa diberikan
terkait aset yang belum ter-
catat berpengaruh terhadap
penyajian akun aset tetap
pada neraca.

Sementara itu, Gubernur
Sulteng Longki Djanggola
menyampaikan, beberapa
hasil pemeriksaan aset dan
pengadaan barang jasa lainn-
ya, belum menerima hasil
laporan tersebut dari petugas
BPK yang melaksanakan
hasil audit tersebut. marton
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




